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Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Pringsewu 
merupakan salah satu badan yang menyediakan sebuah pembiayaaan, salah satu 
diantaranya adalah pembiayaan mudharabah. Sebagaian dari masyarakat lebih memilih 
mudharabah dikarenakan minimnya modal yang dimiliki oleh masyarakat. Besar 
kecilnya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah menjadi titik permasalahan dalam 
proses pembiayaan mudharabah tersebut yang akhirnya KSPPS BMT Fajar Pringsewu 
mengeluarkan kebijakan dengan memastikan perolehan keuntungan nisbah bagi hasil 
antara KSPPS dan nasabah diawal waktu pembiayaan, dan juga menggunakan jaminan 
untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pelaksanaan pembiayaan mudharabah 
mengalami kerugian.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pembiayaan 
mudharabah di KSPPS BMT Fajar Pringsewu? Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi 
syariah pada kesesuaian akad produk pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Fajar 
Pringsewu? Adapun tujuan dari penelitian in adalah untuk mengetahui bagaimana praktik 
produk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Fajar Pringsewu, dan untuk mengetahui 
bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah pada kesesuaian akad produk pembiayaan 
mudharabah tersebut.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang 
bersifat deskriptif analisis, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh 
dari wawancara kepada para pengelola KSPPS BMT Fajar Pringsewu dan beberapa 
nasabah, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan 
penelitian.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola KSPPS BMT Fajar 
Pringsewu dan beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah pada 
KSPPS BMT Fajar Pringsewu. Analisis data yaitu dengan analisis kualitatif dengan 
menggunakan metode cara berfikir induktif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik pembiayaan mudharabah di KSPPS 
BMT Fajar Pringsewu terdiri dari 3 tahap yaitu: permohonan pembiayaan dengan 
prosedur yaitu mengisi formulir, melengkapi persyaratan berupa jaminan, survey analisis 
5C terhadap nasabah, ijab kabul dan  melakukan pengawasan terkait usaha yang 
dijalankan. Pada tahap pembiayaan, KSPPS melakukan nisbah bagi hasil hasil sebesar 
75% bagi KSPPS dan 25% nasabah untuk pembiayaan di atas Rp. 15.000.000,- 
menggunakan modal pokok. Tinjauan fiqh muamalah pada produk pembiayaan 
mudharabah di KSPPS BMT Fajar Pringsewu bahwa penerapan nisbah bagi hasil sebesar 
75% KSPPS : 25% nasabah, pada pembiayaan mudharabah yang diambil dari jumlah 
modal pembiayaan serta pertanggung jawaban resiko kerugian yang tidak sama antara 
pembiayaan mudharabah yang satu dengan lainnya, menurut hukum ekonomi syariah 
belum sesuai dengan syariat Islam, karena nisbah bagi hasil yang diperoleh bertentangan 
dengan teori fiqh muamalah dimana keuntungan dan kerugian harus merupakan bagian 
dari nisbah dan dilakukan dengan cara bagi hasil berdasar kesepakatan kedua belah pihak, 
bukan dengan menentukan jumlah nominal pokok diawal agar tidak merugikan salah satu 
pihaknya. Namun penerapan adanya jaminan dalam pembiayaan mudharabah ini 
diperbolehkan sebagai kedaruratan atau keadaan yang memaksa terhadap moral hazard 






























































































































































، ى َأَجل  اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل : َثالَ ٌث ِفِيِهنَّ اْلبَ َر َكُة : اَْلبَ ْيُع ِإلَ  ىَّ النَِّبيَّ َصلَعْن 
1َواْلُمَقاَر َضُة ، َوَخْلطُاْلبُ رِّ بِالثَِّعْيِر لِْلبَ ْيِت الَلِْلبَ ْيِع )ر و اه ابن ماجو(  
 
Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara 
tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut 
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah). 
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 Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (Darul 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan 
supaya tidak menimbulkan ke keliruan atau kesalah pahaman, maka perlu 
dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul 
skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 
tentang Kesesuaian Akad pada Produk Pembiayaan Mudharabah” ( 
Studi Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu) Adapun istilah-istilah yang 
perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 
1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan analisa dan penyajian data yang 




2. Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan 
manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, 
berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda 
                                                             
1
Deparetemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 




ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda 
yang menjadi objek kegiatan ekonomi. 
2
 
3. Kesesuaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
mempunyai arti yaitu keselarasan (tentang pendapat, paham,nada, 
kombinasi warna, dan sebagainya), kecocokan.
3
 
4. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau 
kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang 
terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.
4
 
5. Produk adalah dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah barang atau 
jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses 
produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi ini. Produk 
adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu 
kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan 




6. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu 
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata 
                                                             
2
 Arifin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008, h. 
73. 
3
Kesesuaian (on-line) tersedia di https://lektur.id/arti-kesesuaian/ (31 Januari 2020) dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
4
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 170 
5






lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 
investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan 
pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah tekhnisnya sebagai 
aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam 
baik dalam rupiah maupun valuta asing.
6
 
7. Mudharabah adalah penyerahan harta dari pemilik modal/harta kepada 
pihak pengelola untuk digolongkan, keuntungan dibagi bersama sesuai 
dengan kesepakatan yang telah disepakati.
7
 
B. Alasan Memilih Judul 
 Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Hukum 
Ekonomi Syariah tentang Kesesuaian Akad Pada Produk Pembiayaan 
Mudharabah (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu)” yaitu sebagai 
berikut: 
1. Alasan Objektif 
 Melihat masyarakat yang membutuhkan pembiayaan mudharabah 
guna untuk mengembangkan usaha, namun munculnya masalah pada 
produk pembiayaan mudharabah yang apabila tidak adanya jaminan 
maka modal atau dana dari pembiayaan mudharabah tidak dapat 
diberikan. Hal ini menjadi daya tarik untuk melihat apakah lembaga 
keuangan syariah di Indonesia khususnya KSPPS BMT Fajar Pringsewu 
                                                             
6
Veithzal Rivai, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681. 
7
Neneng Nurhasanah, Mudharabah Dalam Teori dan Praktik, (Bandung: Refika Aditama, 




apakah telah menerapkan prinsip syariah dalam pembiayaan mudharabah 
sebagaimana mestinya. Sehingga penelitian ini dianggap perlu dengan 
menganalisis dari sudut pandang fiqh muamalah atau hukum Islam. 
2. Alasan Subjektif 
Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan 
disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah 
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta 
banyaknya teori dan literatur yang mempermudahkan dalam proses 
penyelesaiannya.  
C. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang sempurna (komprensif) yang mengatur 
aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun 
muamalah.
8
 Islam menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem 
kehidupannya berdasarkan asas tauhid yang bertujuan menegakkan 
keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individual dan masyarakat. 
Dengan demikian sistem ekonomi Islam berusaha mengentaskan kehidupan 
manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, 
kegelisahan dan kekacauan serta ketentraman, menuju kepada kehidupan 
yang damai dan tenteram di bawah naungan Allah SWT.
9
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012) 
h. 5. 
9
Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafidz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, 




Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah, yaitu 
hukum, hukum dan ahkam, syari’ah atau syari’at, fiqih atau fiqh dan 
beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.
10
 
Perkembangan usaha dengan sistem syari’ah sendiri dibuktikan 
dengan perkembangan lembaga bisnis syari’ah diantarnya pendirian Baitul 
maal Wat Tamwil (BMT) yang bergerak disektor pembiayaan bagi 
pengusaha kecil dan menengah.
11
 Dengan adanya kebutuhan manusia pada 
perkembangan zaman ini, Baitul maal Wat Tamwil (BMT) telah banyak 
berkembang dan mempunyai produk-produk yang dibutuhkam oleh 
masyarakat modern sekarang ini yang sesuai dengan syari’ah. 
Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpun dana dan 
penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. 




Penghimpunan dana yang terkait langsung dengan perhitungan 
distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan 
prinsip atau akad mudharabah (mudharabah mutlaqah/investasi tidak 
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Dengan adanya akad-akad yang sesuai syari’ah tersebut, manusia 
dalam menjalankan usahanya akan bebas dan terhindar dari riba, maisyir 
gharar, dan maksiat. Sehingga manusia akan lebih jujur dan akan lebih 
barokah dalam menjalankan usahanya tersebut. Firman Allah SWT yang 
berbunyi: 
                             
                           
 
 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 
dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 1) 
 
Dengan diturunkannya firman tersebut, sehingga jelaslah bahwa akad-
akad yang berdasarkan syari’ah sangat dianjurkan dan diharuskan dalam 
melakukan kegiatan usaha dan berhati-hati dalam menjalankan usahanya 
sesuai dengan syari’at Islam, yaitu dengan jujur, adil, tidak adanya riba, 
maisyir, gharar di dalam usaha tersebut maka usahanya akan berkah dan 
halal. 
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Menjadi hal yang sangat lumrah jika seseorang ingin agar hartanya 
dapat memiliki nilai tambah. Sehingga selalu berusaha untuk 
mengembangkan harta yang dimilikinya, bisa dengan memutarnya dalam 
dunia perdagangan, atau pun dengan menanamkan investasi dalam bidang 
tertentu. Sementara itu, terkadang sebagai pemilik, seseorang tidak memiliki 
kemampuan untuk mengembangkannya, sehingga ia membutuhkan orang 
lain untuk membantunya atau dengan melakukan kerjasama. Disisi lain juga 
berbanding terbalik, seseorang yang mempunyai keahlian tidak punya 
modal untuk mengembangkan keahliannya. 
Berdasarkan penjelasan diatas kemudian dibuat kesepakatan dalam 
pengembangan usaha tersebut, sehingga bisa saling menguntungkan. Salah 
satu jenis bentuk kerjasama dalam Islam, yaitu apa yang dikenal dengan 
istilah mudharabah (dalam istilah lain juga disebut qiradh). Inilah solusi 
yang bisa dilakukan, orang yang memiliki harta yang cukup tetapi memiliki 
skill untuk mengolah harta melalui usaha yang ia lakukan. Inilah salah satu 




Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 
tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), pengertian mudharabah adalah 
pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan 
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usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-
MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah LKS 
sebagai Shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu 




Dalam oprasionalnya mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak 
untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu 
sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. 
Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah 
pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang 
menjalankan usaha, sementara apabila usaha tersebut mendapatkan 
keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.
16
 
Secara tekhnis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 
pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal menyerahkan 100% 
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal. Mudharabah 
disebut juga muqradhah (qiradh). Qiradh berasal dari kata al-qardhu, 
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Dalam fatwa MUI pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang 
bersifat amanah (yad al-amanah). Perjanjian ini merupakan perjanjian yang 
menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tingkat keadilan 
antara kedua belah pihak. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga 
jaminan bersama. Artinya, tidak diperkenankan shahibul mal memintakan 
jaminan kepada mudharib karena mudharib hanyalah sebagai pengelola 
modal. Dalam literatur fiqh pun tidak dicantumkan bahwa jaminan sebagai 
salah satu syarat dari perjanjian tersebut.
18
 
Kemudian dalam hal sistem yang digunakan pada bank syariah yang 
telah disahkan oleh MUI adalah revenue sharing (bagi hasil berdasarkan 
pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan 
kotor) dan profit loss sharing (bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha 
setelah di kurangi biaya operasional atau pendapatan bersih) 
Pembiayaan berisikan penyediaan dana dan tagihan yang memiliki 
tujuan tidak hanya sekedar meningkatkan profit saja, namun juga harus 
mampu menghadirkan sisi kemanfaatan untuk masyarakat. Pembiayaan 
pada bank syariah yang lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan 
perekonomian seperti pembiayaan mudharabah, karena pada kedua 
pembiayaan tersebut memberikan sebuah tawaran kerjasama yang mampu 
membantu perekonomian masyarakat dengan pembagian hasil yang sama dan tidak 
merugikan salah satu pihak. 
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Pembiayaan mudharabah mampu menggerakkan  perekonomian 
masyarakat dengan memberikan modal usaha kepada anggota. Namun 
dalam realitanya pembiayaan mudharabah kurang mendapat perhatian dari 
masyarakat dengan alasan pembiayaan ini terlalu rumit untuk dijalankan 
dengan pemberlakuan adanya sebuah jaminan, pembagian hasil yang 
dilakukan diawal akad, dan butuh kepercayaan penuh dari shohibul maal 
kepada mudharib agar meminimaliris adanya sebuah resiko dalam 
pemberian pembiayaan mudharabah. Seperti yang terjadi pada KSPPS 
BMT Fajar Pringsewu. 
Pendiriannya KSPPS BMT Fajar Pringsewu sebenarnya tidak lepas 
dari keinginan untuk menolong para pengusaha kecil yang berkaitan dengan 
ketersediaan modal usaha dimana besarnya keuntungan dari bagi hasil yaitu 
sebagai penentu besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu 
dimuka atau diawal akad dengan berpedoman pada kemungkinan perkiraan 
untung dan rugi terhadap usaha yang dijalankan. 
Sistem bagi hasil merupakan salah satu sistem dimana dilakukannya 
perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam 
melakukan usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas 
keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi 
hasil pada sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan 
kepada masyarakat, serta pada aturan syariah yang berkaitan dengan 




terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara 
kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi 
dengan adanya kerelaan (an-taradhin) di masing-masing pihak tanpa adanya 
unsur paksaan. 
Pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu dimana dalam proses akad 
pembiayaan mudharabah pada nisbah bagi hasilnya bergantung kepada 
jumlah besar kecilnya pembiayaan mudharabah yang diajukan. Apabila 
jumlah pembiayaan mudharabah yang diajukan berada dalam taraf kecil 
maka nisbah bagi hasilnya dilakukan pada akhir, dengan menghitung jumlah 
keuntungan. Namun apabila jumlah pembiayaan mudharabah yang diajukan 
dalam taraf besar maka nisbah bagi hasil dilakukan pada awal yaitu dengan 
mengambil dari jumlah modal yang diberikan kepada nasabah. 
Padahal secara teori mengenai nisbah bagi hasil harus ditentukan 
presentase untuk mudharib dan shahibul maal. Dalam fatwa DSN MUI No. 
07/DSN MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) telah 
dijelaskan mengenai keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat 
sebagai kelebihan dari modal kemudian bagian keuntungan proposional bagi 
setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan 
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Dalam proses pencairan modal mudharabah tersebut juga harus 
disertakan dengan sebuah jaminan yang disesuaikan dengan jumlah besaran 
modal yang diberikan. Semakin besar jumlah modal yang diminta maka 
semakin besar pula jaminan yang harus diberikan. Apabila jaminan tidak 
diberikan pada saat akad maka pihak KSPPS BMT Fajar sendri tidak akan 
memberikan modal tersebut.  
Dalam Undang-Undang Perbankan No 10 Pasal 1 Mengenai 
Ketentuan  Umum Penjelasan No 23 yaitu Agunan adalah jaminan 
tambahan yang disertakan nasabah debitur kepada bank dalam rangka 
pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal 
ini menjelaskan bahwa jaminan harus pula disertakan dalam bentuk agunan.  
Padahal menurut pengertian mudharabah di atas, dapat tergambarkan 
bahwa mudharib adalah pihak yang tidak mempunyai uang sehingga pihak 
mudharib memohon kepada shahibul maal untuk memberikan modal 
dengan penekanan adanya pengembalian modal dan keuntungan jika 
terdapat keuntungan.   
Dengan demikian, penulis berargumen bahwa kesesuaian akad pada 
produk pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu layak 
untuk dibahas, dengan melihat ketentuan dalam pemberian modal pada 
pembiayaan mudharabah terutama terhadap praktik dan teori fiqh 




mengembangkan perekonomian namun terbentur pada masalah modal atau 
dana. 
D. Fokus Penelitian  
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dipaparkan 
sebelumnya maka kesesuaian akad pada produk pembiayaan mudharabah di 
KSPPS BMT Fajar Pringsewu sama seperti pembiayaan mudharabah pada 
umumnya akan tetapi dalam praktiknya pihak KSPPS BMT Fajar Pringsewu 
melakukan nisbah bagi hasil pada awal akad menggunakan modal 
pembiayaan bukan berdasarkan keuntungan, dengan pemberian jaminan 
sebagai penanggungan resiko kerugian tidaklah dalam proses pembiayaan 
mudharabah tersebut. Maka fokus penelitian ini adalah tinjauan fiqh 
muamalah pada praktik pembiayaan mudharabah (studi pada KSPPS BMT 
Fajar Pringsewu). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi 
sub fokus sebagai berikut: 
1. Objek dalam penelitian ini adalah pihak KSPPS BMT Fajar Pringsewu. 
2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah praktik kesesuaian akad 
pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Fajar Pringsewu. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok masalah dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 





2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang kesesuaian akad 
produk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Fajar Pringsewu ? 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT 
Fajar Pringsewu. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang kesesuaian 
akad produk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Fajar 
Pringsewu. 
G. Signifikasi Penelitian 
1. Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, 
bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah 
kesesuaian akad pada produk pembiayaan mudharabah, yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus 
bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus 
berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. 
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksutkan sebagai suatu syarat untuk 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 








H. Metode Penelitian 
 Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang 
mempunyai langkah-langkah sitematis.20 Sedangkan penelitian adalah suatu 
upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh 
fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan 
kebenaran.21 Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari 
penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan 
metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan banyak pihak. 
Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 
peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 
menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap  
pola-pola nilai yang dihadapi.22 
 Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji suatu praktik 
kesesuaian akad dalam pembiayaan mudharabah yang sudah berjalan cukup 
lama di dalam masyarakat yang disesuaikan pada teori yang sebenarnya 
menurut hukum fiqh muamalah untuk melahirkan sebuah presfektif dimana 
akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada praktik kesesuaian akad 
dalam pembiayaan mudharabah. 
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1. Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (Field 
Research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di 
lapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer 
adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.
23
 Dari penelitian 
lapangan ini penulis menggali data yang berkenaan dengan objek 
kajian. 
2. Sifat Penelitian  
Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif dimana 
penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan 
untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah 
disebutkan,yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
24
 
Ini berkaitan dengan penelitian mengenai kesesuaian akad pada produk 
pembiayaan mudharabah.  
3. Data dan Sumber Data 
Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) 
sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.
25
 
Maka dari itu penelitian ini menggunakan sumber data: 
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a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli dari 
lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi 
langsung.
26
 Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari 
KSPPS BMT Fajar Pringsewu yang berasal dari wawancara yang 
dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian 
b. Data sekunder 
 Data sekunder adalah teknik pengumpulan data 
menggunakan riset, yang dilakukan dengan cara membaca buku, 
jurnal, artikel, majalah, makalah, dan sumber-sumber lain berkaitan 
dengan judul skripsi.
27
 Data yang sekunder didapatkan pada buku-
buku yang berkenaan dengan pembahasan pada penelitian. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 
kesimpulan.
28
  Populasi dalam penelitian ini ada 10 orang terdiri 
dari 1 pimpinan cabang, 1 marketing pembiayaan, 2 marketing 
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funding, 1 CS  dan 5 nasabah pembiayaan Mudharabah pada 
KSPPS BMT Fajar Pringsewu. 
b. Sampel  
  Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan 
cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Jelas 
dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.
29
 Suharsimi 
Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 
orang lebih baik diambil semua. Jika objeknya lebih besar dapat 
diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Oleh karena itu 
berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan dan dalam 
penelitian ini sampel berjumlah 10 orang yaitu 1 pimpinan cabang, 
1 marketing pembiayaan, 2 marketing funding, 1 CS  dan 5 nasabah 
pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu. Jadi keseluruhan populasi 
diambil semua. Maka penelitian ini adalah penelitian populasi. 
I. Teknik Pengumpulan Data 
 Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian 
ini maka digunakan beberapa metode, yaitu : 
a. Observasi  
 Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang 
dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 
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yang diselidik.”30 Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati 
mekanisme praktik kesesuaian akad pada produk pembiayaan 
mudharabah pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu. 
b. Interview  
 Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer 
yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan 
(lokasi).31 Interview atau wawancara dalam penelitian ini dilakukan 
kepada para informan yang bisa memberikan informasi berkaitan 
dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode  interview yang 
di gunakan yaitu metode interview bebas terpimpin, yaitu interview 
yang dilakukan oleh pewancara dengan membawa sederetan pertanyaan 
lengkap dan terperinci yang berkaitan dengan praktik kesesuaian akad 
pada produk pembiayaan mudharabah. 
c. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau 
sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk 
catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental 
dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 
merekam, memfotocopy atau foto menggunakan camera tangan untuk 
dokumen yang bersifat resmi. 
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5. Teknik Pengolahan Data 
Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah 
semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah 
secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran 
data.Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 




b. Sistematis data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 




6. Analisis Data 
Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku 
yang dapat diamati.34 Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian 
ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan 
topik penelitian yaitu kesesuaian akad pada produk pembiayaan mudharabah 
ditinjau dari fiqh muamalah yang akan diolah dengan metode desktiptif 
analitis. Metode deskriptif analitis yaitu metode pengumpulan fakta melalui 
interprestasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
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permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di dalamnya 
hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung 
dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.35 
Maksudnya bahwa analisa ini bertujuan untuk mengetahui praktik 
kesesuaian akad pada produk pembiayaan mudharabah dilihat dari Hukum 
Islam atau fiqh muamalah, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman 
dan pengetahuan. 
Dalam menganalisa penulis menggunakan pendekatan berfikir 
deduktif dan induktif. Berfikir deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan 
umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk 
menjelaskan kesimpulan. Metode deduktif diawali dengan sebuah teori 
dankemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.Sedangkan berfikir induktif 
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A. Kajian Teori 
1. Akad Dalam Islam  
a. Pengertian Akad )اَلَعْقُد) 
Menurut bahasa “akad” )العقد) jamaknya al-„uqud (  (الُعقُْودٌ 
mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna 
asal akad yang berarti menguatkan (  .(الربط) mengikat ,(الشدٌ 
Kebalikannya adalah berarti melepaskan (  ,Dan secara maknawi .(الَحلٌ 
dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang 
berarti mengkokohkan (ٌُالثوثْيق), menguatkan (ٌُاليُؤِكد), menjamin (ٌَُمان  ,(الضَّ
dan berjanji ( دٌُالَعهٌْ ).1 
Istilah akad dalam hukum Indonesia adalah perjanjian yang 
terdapat beberapa definisi dari akad itu sendiri: 
1) Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan   
yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain 
yang menimbulkan akibat hukum padan objek akad. 
2) Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad adalah pertemuan ijab 
dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk 
melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
2
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 Adapun makna akad secara syar‟i yaitu “Hubungan antara ijab 
dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari‟at yang mempunyai 
pengaruh secara langsung.” Ini artinya bahwa akad termasuk dalam 
kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara‟ 
antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang 
kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.
3
 
 Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, 
maka syara‟ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan 
terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama 




 Maka dari itu dapat dikatakan bahwa akad itu sendiri adalah suatu 
ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu 
perjanjian atau suatu kegiatan yang mana akad tersebut akan mengikat 
kedua belah pihak sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad. 
b. Dasar Hukum Akad 
Firman Allah SWT berikut ini: 
                          
                  الله           
 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
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Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.”( Q.S Al-Maidah (5): 1). 
 
Firman Allah SWT berikut ini: 
                      
              
“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 
dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya.”( Q.S Al-Isra‟(17): 34) 
 
c. Rukun dan Syarat Akad  
1) Rukun Akad 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 
sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 
membentuknya. 
Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-
rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam 
kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:  
a) Para pihak yang membuat akad (al-„aqidan), 
b) Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-„aqd), 
c) Objek akad (mahallul-„aqd), 
d) Tujuan akad (maudhu‟ al-„aqd). 




Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad atau 
perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad 
yang dibedakan menjadi empat macam yaitu:
5
 
a) Syarat terbentuknya akad (syuruth al- in‟iqad) antara lain: 
(1) Tamyiz, 
(2) Berbilang pihak (at-ta‟adud), 
(3) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan) 
(4) Kesatuan majelis akad, 
(5) Objek akad dapat diserahkan, 
(6) Objek akad tertentu atau dapat ditentuakan, 
(7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda 
bernilai dan dimiliki/mutaqawwin dan mamluk), 
(8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟.6 
b) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (Syuruth ash-Shihhah) 
Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat 
terbentuknya akad memerlukan unsur-unsur penyempurn yang 
menjadikan suatu akad sah, unsur sahnya suatu akad itu disebut 
syarat penyempurnaan suatu akad. Syarat-syarat keabsaahan 
akad dibedakan menjadi dua macam yaitu: 
(1) Syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad 
atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad. 
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(2) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-
masing aneka akad khusus. 
c) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Syuruth an-Nafadz) 
Untuk dapat dilakukannya akibat hukumnya, akad yang 
sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat 
hukum, yaitu: 
(1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhinya 
dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek 
bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada 
objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek 
yang sering digadaikanatau disewakan. 
(2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan 
para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak 
hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang 
dilakukannya. 
d) Syarat Mengikatnya Akad (Syarthul-Luzum) 
Pada asasnya akad yang telah memnuhi rukunnya serta 
syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat hukumnya 
akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat 
dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan 
tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya 





d. Macam-Macam Akad 
Para ulama fiqh mengemuukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika 
dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara‟, maka akad 
terbagi dua, yaitu: 
1) Berdasarkan sifat akad secara syariat dibagi menjadi 2 yaitu: 
a) Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh 
akibat hukumyang ditimbulkan akad itudan mengikat bagi 
pihak-pihak yang berakad. Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh 
ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu: 
(1) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad 
yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya 
dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. 
(2) Akad mawquf, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap 
bertindak hukum, tetapi ia tidak memmiliki kekuasaan untuk 
melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad 
yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.
7
 
b) Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan 
pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat 
hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak 
yang berakad. Kemudian ulama Hanifiyah membagi akad yang 
tidak sahih ini menjadidua macam yaitu: 
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(1) Akad yang batil, suatu akad dikatakan batil apabila akad itu 
tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan 
langsung dari syara‟. 
(2) Akad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada 




2) Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi: 
a) Akad Musamanah 
 Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syara‟ 
dan dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: bai‟, ijarah, syirkah, 
hibah, kafalah, wakalah, dan lain sebagainya. 
b) Akad Ghairu Musamanah 
Yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh 
syara‟ dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad muncul 
karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan 
masyarakat seperti, Aqad istishna‟ bai „al-wafa‟.
9
 
3) Berdasarkan Motifnya 
Berdasarkan motifnya akad dibagi menjadi: 
a) Akad Tijarah 
Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut for 
profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan 




Rozalinda, Fikih Ekonomi Dyariah “Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan 




mecari keuntungan,karena ini bersifat komersil. Seperti jual beli, 
upah mengupah dan lain sebainya. 
b) Akad Tabarru‟ (gratutions contract) 
Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut non for 
profit transaction (transaksi nirbala). Akad tabarru‟ dilakukan 
atas dasar tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad 
tabarru‟ pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak 
mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan 
akad tabarru‟ adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. 
Seperti qard, wad‟ah, rahn, kafalah, dan lain sebagainya.
10
 
4) Berdasarkan Sifat Benda  
Berdasarkan sifat bendanya akad terbagi menjadi: 
a) Akad „ainiyah 
Yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan 
menyerahkan barang yang diakadkan, seperti hibah, ariyah, 
rahn dan lain sebagainya. 
b) Akad Ghairu „ainiyah 
Yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini 
disempurnakan dengan tepatnya sighat akad. Menimbulkan akad 
tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad 
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5) Berdasarkan Unsur Tempo Dalam Akad 
Berdasarkan unsur tempat dalam akad dibagi menjadi: 
a) Akad al-zamani (akad bertempo) 
Akad al-zamani yaitu akad yang didalamnya unsur waktu 
merupkan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian 
dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini yaitu seperti 
akad upah-mengupah, sewa-menyewa, akad penitipan dan akad 
pinjam-meninjam. Akad tersebut memerlukan sebuah perjanjian 
atas lamaya suatu pinjaman atau titipan atau sewa. 
b) Akad al-fairui (akad tidak bertempo) 
Akad al-fairui yaitu akad dimana unsur tidak merupakan 
waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jua 




e. Asas Berakad Dalam Islam 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa 
Arab asasun yang berarti dasar, basis dan fondasi. Fundamen (alas, 
dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan fundamental dan prinsip. 
Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, 
bertindak, dan sebagainya. 
13
Dimana asas berakad dalam Islam antara 
lain: 
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1) Asas Ilahiah 
 Asas ilahiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi 
kepada dua bagian, yaitu Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah. 
Tauhid uluhiyah yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran 
bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, 
sedangkan Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah yang 
menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya Dia pulalah yang 




2) Asas Kebebasan (Al-Hurriyah) 
 Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah 
(berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan 
untuk membuat perjanjian (freedom of making contract), baik dari 
segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan 
lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi 
sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi 
para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian 
yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. 
Landasan asas ini yakni Q.S Al-Baqarah (2): 265; Al-Maidah (5): 1; 
Al- Hijr (15): 2; Ar-Run (30): 95; An-Nisa‟ (4): 33 dan 72.
15
 
Firman Allah SWT yang berbunyi: 
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                الله     
                       
               لله        
 “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan 
hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk 
keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak 
di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka 
kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan 
lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun 
memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu 
perbuat.” (Q.S Al-Baqarah (2): 265) 
   
3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)  
 Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa 
seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.  
Seperti Firman Allah SWT berikut ini: 
 وهالله                  
 “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang 
lain dalam hal rezki”( Q.S An-Nahl (16): 71) 
 Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia 
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, 
antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi 
atas kekurnagan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh 
karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk 
menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman 




4) Asas Keadilan (Al-„Adalah)  
 Dalam Firman Allah Q.S Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa 
Allah berfirman: 
                   
         
 “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 
turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) 
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”( Q.S Al-
Hadid (57): 25) 
 
 Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali 
disebutkan dalam Al-Qur‟an, bersikap adil sering kali Allah SWT 
tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih 
menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.  
          لله         
                          
   للَه      لله         
 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 
Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (Q.S Al-Maidah (5): 8) 
   
 Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat. 




sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini 
disebutkan juga dengan kezaliman. 
 Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu 
adalah suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari 




5) Asas Kerelaan (Al-Ridha) 
 Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa‟ (4): 29, dinyatakan bahwa 
segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau 
kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, 
paksaan, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil 
(al-aqdu bil bathil). Berikut isi dari Firman Allah tentang asas 
kerelaan: 
                       
                لله اا  
         
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (QS An-Nisa‟(4): 29) 
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 Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu 
perdagangan haendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. 
Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan 
misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini 
terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukaarela ini 
menunjukkan keikhlasan dan ikhtikad para pihak. 
6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidiqi) 
 Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia 
dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan 
muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perkatan, maka 
akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika 
ketidkajujuran ini tidak diterapkan dalam peikatan, akan 
menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Firman Allah berikut 
ini: 
        لله  ا         
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 
Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar” (Q.S Al-
Ahzab (33): 70) 
 
 Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki 
manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan ddan juga bagi 
masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang 





7) Asas Tertulis (Al- Kitabah)  
 Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu 
perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan 
diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan 
yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu 
perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dipegang suatu benda 
sebagai jaminannya. Adanya tulisan , saksi, dan/atau benda jaminan 
ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.
17
 
 Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan 
berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
18
 sukarela (iktiyari), amanah, 
kehati-hatian (ikhtiyati), tidak berubah (luzum), saling 
menguntungkan, kesetaraan (taswiyah), transparansi, kemampuan,  
taisir/kemudahan, ikhtikad baik, sebab yang halal.  
f. Berakhirnya Akad 
Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada 
dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (ikhtiyariyah) 
dank arena darurat (dharuriyah). 
1) Sebab ikhtiyariyah  
 Sebab ikhtiyariyah tersebut adalah fasakh, iqalah, dan 
berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, 
seperti dalamsewa-menyewa atau upah-mengupah (ijarah). 
  
                                                             
17
Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia…., h. 98. 
18




2) Sebab Daruriyah  
 Sebab daruriyah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: 
a) Rusaknya objek akad (ma‟qud „alaih), seperti dalam akad sewa-
menyewa atau upah-mengupah (ijarah) dengan rusaknya 
kendaraan dan robohnya rumah akan disewakan, sehingga tidak 
bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan 
dipinjamkan dalamakad „ariyah dan rusak benda yang dititpkan 
dalam akad wadi‟ah atau hilangnya modal dalam akad syirkah. 
b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti 
karena meninggal dunia satu pihak atau keduanya, atau karena 
adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad 
dengan sempurna. 
c) Dirampas (ghasab) atau dicuri objek akad oleh orang lain.19 
2. Mudharabah  
a. Pengertian Mudharabah  
Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau 
berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah 
proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
20
  
Akad mudharabah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang 
atau lebih dalam suatu usaha. Salah satu diantara mereka merupakan 
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pemodal dan yang lain merupakan pihak yang akan memutar, atau 
mengatur modal dengan usaha dan waktu yang dimilikinya.
21
 
Prinsip akad mudharabah berdasar pada sistem bagi hasil, 
sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami 
keuntungan maka akan dibagi menurut besaran yang telah disepakati 
kedua belah pihak (margin yang telah disepakati). Jika terjadi kerugian, 
maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, 




Menurut fiqih Mudharabah atau disebut juga muqaradhah berarti 
bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik 
modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada para 
pekerja/pedagang (mudharib) untuk diperdagangkan atau diusahakan, 
sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan 
bersama.
23
 Secara terminologis, pengertian mudharabah dijelaskan oleh 
beberapa ulama berikut, yaitu Ulama fiqih memberikan pengertian yang 
berbeda-beda tentang mudharabah. Ulama Mazhab Hanafi memberikan 
definisi bahwa mudharabah merupakan akad perjanjian untuk bersama-
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sama dalam membagi keuntungan dengan modal dari satu pihak dan 
pekerjaan dari pihak lain.
24
 
Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa mudharabah atau 
qiradh menurut syara ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak 
pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus 
pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk 
tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera 




Menurut Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa mudharabah adalah 
akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu 
pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk 




Dalam konteks perbankan syariah, definisi secara teminologi 
mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih 
dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal (100%) 
dan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha 
dalam mudharabah dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. 
Apabila usaha tersebut mengalami kerugian modal, sedangkan apabila 
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kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka 
pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
27
 
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN- 
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). Pengertian 
mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada 
pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada 
poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa 
dalam pembiayaan mudharabah LKS sebagai shahibul maal (pemilik 
dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 




Keuntungan dibagikan sesuai ratio laba yang telah disepakati 
bersama secara advance, manakala rugi shahibul mal akan kehilangan 
sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial 
(managerial skill) selama proyek berlangsung. Mudharabah ada dua 
jenis, yaitu: 
1) Mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul 
maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak 
dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 
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2) Mudharabah muqayyadah yaitu kebalikan dari mudharabah 




b. Dasar Hukum Mudharabah 
Dasar hukum mudharabah dapat ditinjau dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah 
sebagai berikut:  
1) Al-Quran 
Dalam QS. Al-Jumu‟ah (62): 10, yang berbunyi: 
                       
                
 
“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 
ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 
 
Dalam Surat Al-Jumu‟ah ayat 10 dalam kitab Al-Misbah karya 
Muhammad Quraisy Shihab menafsirkan bahwa: Lalu, apabila telah 
ditunaikan shalat, maka jika kamu mau, maka bertebaranlah dimuka 
bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan carilah dengan 
bersungguh-sungguh sebagian dari karunia Allah SWT, karena 
karunia Allah SWT sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat 
mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak 
jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu 
melengahkan kamu. 
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Berdzikirlah dari saat ke saat dan di setiap tempat dengan hati 
atau bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa 
yang kamu dambakan.
30
 Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil 
kesimpulan bahwa setelah perintah shalat Jum‟at dilaksanakan maka 
Allah SWT telah memberikan anjuran kepada umat muslim agar 
melanjutkan kembali aktifitas duniawinya yang dapat memberikan 
manfaat bagi dirinya (seperti bermuamalah), yang mana sebelumnya 
telah ditinggalkan sementara waktu karena harus segera menghadap 
Mihrab. 
                     
“... dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia 
Allah...” 
Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung 
menjelaskan akad mudharabah, hanya saja secara maknawi 
menganduk arti kegiatan ekonomi melalui mudharabah. Dengan 
demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan andasan hukum akad 
mudharabah.  
2) Al-Hadis 
Adapun juga landasan dari As-Sunnah yang menjelaskan atau 
menyinggung masalah mudharabah yaitu Hadis Riwayat Ibnu Majah 
yaitu: 
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َّ صهلعهْن  الله عهلهْيوه وهسهلَّمه قهاله : ثهاله ٌث فهيهههنَّ اْلب هره كهةه : اهْلب هْيعه  ىَّ النَِّبه
ٍ  إهله  َه ، وهاْلمهقهاره ضهةه ، وهخهْلطهاْلب هرِّ بهالثَّعهْْيه لهْلب هْيته الهلهْلب هْيعه )ر و اه  َه
31(ابن ماَو  
 
 
“Nabi bersabda,”Ada tiga hal yang mengandung berkah: 
jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 
 
3) Ijma‟  
Hukum musharabah menurut ijma‟ adalah jaiz (boleh). 
Rosullulloh pernah melakukan mudharabah dengan Khadijah, 
dengan modal dari padanya (Khadijah). Beliau pergi ke Syam 
dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini 
sebelum belia diangkat menjadi rasul. Pada zaman Jahiliyah, 




4) Qiyas  
Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh 
seseorang untuk mengelola kebun) diantara manusia ada yang 
miskin ada pula yang kaya, dsuatu sisi lain banyak orang kaya tidak 
dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin 
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yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian 
adanya mudharabah ditunjukan antara lain untuk memenuhi 
kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan 
manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.
33
 
Dalam menjelaskan tentang pembiyaan mudharabah 
menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSNMUI/X/2000 tentang 
pembiayaan mudharabah (Qiradh). Dalam keputusannya Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama  tersebut menjelaskan transaksi 
mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
34
 
c. Rukun Dan Syarat Mudharabah 
1) Rukun Mudharabah 
Guna untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara 
para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus 
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya 
ketentuan yang berlaku diharapakan antara pihak yang berakad 
dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-
masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini 
ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan syarat 
mudharabah. Rukun Mudharabah sebagai berikut:
35
 Shahibul maal 
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(pemilik modal), Mudharib (pengelola), Maal (modal), 
Kerja/Usaha, Nisbah (keuntungan), Ijab Qabul. 
2) Syarat Mudharabah 
a) Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha)  
Dalam akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku. 
Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul 
maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana 
usaha (mudharib atau amil).
36
 Pelaku dalam akad mudharabah 
harus cakap hukum. 
b) Objek Mudharabah (Modal dan Kerja) 
Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek 
mudharabah sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya 
sebagai objek mudharabah. Para fuqaha telah sepakat bahwa 
tidak boleh mudharabah dengan hutang, modal harus berbentuk 
uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran 
harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya 
modal mudharabah.  
Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan 
nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada 
saat akad oleh mudharib dan shahibul maal. 
c) Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab Qabul) 
                                                             
36




Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi 
dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Dsini kedua 
belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri 
dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya 
untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha pun 
setuju dengan peranya untuk mengkontribusikan kerja.
37
  
Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan 
ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: pertama, 
Jala‟ul ma‟na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan 
itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; 
kedua, Tawafud, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; 
ketiga, Jazmul Iradataini, yaitu antara ijab kabul menunjukkan 




d) Nisbah Keuntungan  
Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad 
mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini 
mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak 
yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas 
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a. Dua orang yang berakad (al-aqidain) yang terdiri dari permodal 
dan si pengelola. Mereka disyaratkan baligh dan berakal, artinya 
sudah cakap hukum. 
b. Sesuatu yang diakadkan (al-maqud alaih) yang terdiri dari modal, 
pekerjaan, dan keuntungan. 
1) Maal (modal) disyaratkan: uang, emas, atau perak yang 
distempel secara resmi. 
2) Diserahkan kepada pekerja secara tunai. 
3) Jelas jumlah, jenis, dan ukurannya. 
4) Merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau 
piutang. 
5) Jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak 
perselisihan dikemudian hari. 
c. Pekerjaan disyaratkan 
1) Pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan 
berserikat dengan orang lain. 
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2) Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat 
tertentu. 
d. Keuntungan disyaratkan41 
1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan 
ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan 
sejenisnya. 
2) Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja 
menerima bagian dari laba bukan dari modal. 
3) Bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang 
disepakati. 
4) Keuntungan untuk dua orang yang berakad. 
5) Pembagian keuntungan dilakukan setelah oleh pekerja 
mengembalikan seluruh dana. 
e. Lafal akad (shighat) 
Terdiri dari ijab dan qabul. Tidak disyaratkan lafal tertentu, 
tetapi jelas menunjukkan pengertian mudharabah, seperti 
perkataan pemodal, “Ambillah harta ini secara mudharabah, 
laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertiga, seperempat, dan 
sejenisnya”. Lalu perkataan pekerja “Aku ambil, aku ridhai atau 
aku terima”. 
d. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah 
Jaminan berasal dari Bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie, 
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yang secara umum dapat diartikan sebagai cara-cara kreditur menjamin 
dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur 
terhadap barang-barangnya. Segala kebendaan debitur baik yang 
bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 




Jaminan dalam fikih dikenal dengan kafalah, dhaman, dan dalam 
pengertian yang lain jaminan juga merupakan ar-rahn yaitu secara bahasa 
artinya adalah aṡt-tṡubūt dan Ad- dawām (tetap) atau adakalanya berarti 
al-ḥabs (menahan).
43
 Sedangkan istilah hukum jaminan berasal dari 
terjemahan dalam bahasa Belanda yaitu zakerheidesstelling atau dalam 
bahasa Inggris yaitu  security of law. Pengertian hukum jaminan adalah 
bentuk penanggungan dimana seseorang penanggung perorangan 
menanggung untuk memenuhi hutang debitur sebesar sebagaimana 
tercantum dalam perutangan pokok.
44
 
Dalam memberikan suatu kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 
analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan 
Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 
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pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
45
 
Dalam sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 
Nasional No.07/DSN MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa prinsipnya dalam 
pembiayan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak 
melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari mudharib 
tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari 
mudharib atau pihak ketiga dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika 




Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 menyatakan bahwa 
dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas 
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai 
dengan yang diperjanjikan. Hal ini senada dengan Peraturan Bank 
Indonesia No.7/2PBI/2005 yang menyatakan bahwa dalam rangka 
mengelola resiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, setiap bank 
diwajibkan untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan wajib penyisihan 
penghapusan aktiva produktif. 
Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat lagi dengan adanya peraturan 
yang mengatur tentang akad yang digunakan oleh bank syariah dalam hal 
perhimpunan dan penyaluran dana yaitu Peraturan Bank Indonesia 
No.7/46/PBI/2005, dimana bank dapat meminta jaminan atau agunan 
untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak daat memenuhi 
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kewajibannya sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau 
kecurangan. Terlebih lagi, prinsip dalam analisis pembiayan di bank 
syariah juga menekankan 5C, yaitu diantaranya caracter, capacity, 
capital, collecteral, dan condition.
47
 
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR 
tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang 
dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan atas kesanggupan 
debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 
Berdasarkan pengertian tersebut jaminan utang adalah pemberian 
keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah 
diberikannya kepada debitor, dimana hal ini terjadi karena hukum 
ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat assesoir terhadap 
perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang-piutang. 
Tidak semua benda atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, 
melainkan harus memenuhi unsur, yaitu:
48
 
1) Marketability, yaitu adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan 
sehingga tidak sampai melakukan banting harga; 
2) Ascertainably of Value, yaitu jaminan harus memiliki standar harga 
tertentu; 
3) Stability of Value, yaitu harta yang dijadikan jaminan stabil dalam 
harga atau tidak menurun nilainya; 
4) Transferability, yaitu harta yang dijaminkan mudah 
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dipindahtangankan baik secara fisik maupun yuridis; 
5) Secured, yaitu barang yang dijaminkan dapat diadakan pengikatan 
secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan 





e. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah 
Penyaluran mudharabah memiliki beberapa ketentuan 
sebagai berikut: 
1) Dana mudharabah disalurkan oleh BMT kepada anggotanya untuk 
usaha yang produktif. 
2) BMT bertindak sebagai pemilik dana yang membiayai seluruh 
kebutuhan usaha. 
3) Anggota BMT adalah sebagai pengelola usaha 
4) Tata cara dan jangka waktu pengembalian modal usaha ditentukan 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
49
 




1) Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat 
produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah 
diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja. 
2) Shahibul maal (Bank Syariah atau unit usaha syariah atau bank 
pembiayaan syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan 
mudharabah (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai 
pengelola proyek usaha. 
3) Mudarib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan 
akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan 
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nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola 
perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap kinerja mudarib. 
4) Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal shahibul 
maal, dan pembagian keuntungan atau hasil usaha ditentukan 
berdasarkan kesepakatan antara shahibul maal dan mudarib.
51
 
5) Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas 
dan dalam bentuk data tunai, bukan piutang. 
6) Shahibul maal menanggung semua kerugian akibat kegagalan 
pengelolaan usaha mudarib, kecuali bila kegagalan usaha tersebut 
disebabkan adanya kelalaian mudarib, atau adanya unsur yang 
dilakukan dengan kesengajaan.  
7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah 
tidak diwajibkan meminta agunan dari mudarib, namun untuk 
menciptakan saling percaya antara shahibul maal dan mudarib, 
maka shahibul maal diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan 
diperlukan bila mudarib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja 
melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah 
disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas 
kelalaian mudarib. 
8) Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan 
mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank 
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syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
52
  
Adapun ketentuan hukum pembiayaan mudharabah dalam fatwa 
Dewan Syariah Nasional antara lain: 
1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu 
2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu‟allaq) dengan sebuah kejadian di 
masa depan yang belum tentu terjadi. 
3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada 
dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat 
dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 
4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiaanya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
53
  
Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksanaan 
dari PBI dimaksud yaitu SEBI No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 
2008 menyatakan bahwa SEBI yang dimaksud antara lain menyebutkan 
bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas 
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1) Bank bertindak sebagai pemilik dana (shohibul maal) 
yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal 
kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) 
dalam kegiatan usahanya. 
2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha 
nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha 
nasabah, anatara lain bank dapat melakukan review dan memnta 
bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti 
pendukung yang dapt dipertanggung jawabkan. 
3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik 
produk pembiayaan atas dasar akad mudharabah, serta hak dan 
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank 
Indonesia mengenai tranparasi informasi produk bank dan 
penggunaan data pribadi nasabah.  
4) Dalam hal ini pembiayaan atas dasar sebuah akad mudharabah 
muqayadah itu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik 
dana (shohibul maal) memeberikan persyaratan khusus kepada 




5) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas 
dasar akad mudharabah dari nasabah yang antara lain meliputi 
aspek personal berupa analisa atas karakter (charakter), dan aspek 
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usaha antara lain analisa kapasitas usaha (capacity), keuangan 
(capital), dan prospek usaha (condition). 
6) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam 
nisbah yang disepakati. 
7) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang 
jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. 
8) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk 
perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar mudharabah 
9) Jangka waktu pembiayaan Atas dasar akad mudharabah, 
pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan 
berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. 
10) Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk 




11) Dalam hal pembiayaan atasa dasar akad mudharabah diberikan 
dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. 
12) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan 
dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar 
harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas 
jumlahnya. 
13) Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam 
dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir 





periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar 
akad mudharabah. 
14) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha 
pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang 
dapat dipertanggung jawabkan. 
15) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat 
ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (shohibul mal) adalah 




f. Nisbah (Bagian Keuntungan)  
Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. 
Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua 
belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi 
hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan, angsuran, 
hasil usaha yang dijalankan atau return actual bisnis, tingkat return yang 
diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.
58
  
1) Prosentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 
prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai 
nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 
50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan 
ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setor 








modal tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan 
sebesar porsi setoran modal. 
2) Bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan di atas itu merupakan 
konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang 
tergolong ke dalam kontrak investasi (Natural Uncertainty Contracts). 
Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita tergantung kepada 
kinerja sektor riilnya. 
3) Jaminan. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu 
dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana 
dalam akad syirkah lainnya. Sedangkan character risk, mudharib pada 
hakikatnya menjadi wakil dari shohibul mal dalam mengelola dana 
dengan seizin shohibul mal, sehingga wajiblah baginya berlaku 
amanah. Untuk menghindari moral hazard dari pihak mudharib yang 
lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahibul mal dibolehkan 
meminta jaminan tertentu kepada mudharib. 
4) Menentukan besarnya Nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan 
kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka 
besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara 
shahibul mal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini 
bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para 
ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. 





a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan merupakan pelindung 
modal. 




g. Manfaat Dan Resiko Akad Mudharabah 
1) Manfaat Mudharabah adapun manfaat dari akad mudharabah adalah 
sebagai berikut:  
a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat 
keuntungan usaha nasabah meningkat  
b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 
pendanaan secara tetap, sehingga bank tidak pernah mengalami 
negative spread. 
c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow 
atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan 
nasabah. 
d) Bank akan lebih selektif dan akan hati-hati dalam mencari 
usaha yang halal, aman, dan menguntungkan. Karena pada 
dasarnya keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi 
itulah yang akan dibagikan. 
e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan 
prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima 
pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun 
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2) Risiko Mudharabah 
Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada 
penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya: 
a) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti 
yang disebutkan dalam kontrak. 
b) Lalai dan kesalahan yang disengaja. 
c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak 
jujur. 
h. Fatwa MUI tentang Mudharabah 
Ketentuan mengenai pembiayaan mudharabah diatur dalam Fatwa DSN-
MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. 
Produk ini diharapkan bisa membangun pertumbuhan ekonomi, bukan 
hanya bagi pengusaha muslim akan tetapi juga bagi pengusaha non-
muslim asalkan pelaksanaan usaha bukan pada sektor atau bidang yang 
dilarang sesuai hukum islam, karena hasil yang didapat pada sektor non-
halal bisa berdampak pada haramnya hasil yang didapat oleh bank dan 
nasabah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Pembiayaan Mudharabah pada prinsipnya pembiayaan 
mudharabah tidak ada jaminan, namun dalam praktek pada umumnya 
bank islam meminta beragam bentuk agunan baik dari Mudharib sendiri 
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maupun dari pihak ke tiga. Hal ini guna untuk menghindari terjadinya 
resiko agar mudharib tidak melakukan penyimpangan maka 
diperbolehkan meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Salah 
satu bank yang menerapkan jaminan pada pembiayaan mudharabah 
dalam menjalankan operasionalnya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Pringsewu.  
B. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pustaka adalah ulasan menenai penelitian-penelitian terdahulu 
yang ada kemiripan objek atau permasalahan, yang sangat boleh jadi ada 
kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut dapat 
berupa laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi.
61
 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Halomoan Hsb (2015) yang berjudul 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Mudharabah Fakultas 
Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Dengan hasil penelitian 
bahwa Hukum Islam terhadap jaminan pembiayaan mudharabah menyatakan 
bahwa jaminan dalam praktek perbakan syariah diperbolehkan karena untuk 
menjaga kepercayaan dari investor, bank syariah harus menetapkan asas 
prudential dan kondisi masyrakat yang telah berubah dalam hal komitmen 
terhadap nilai-nilai akhlak seperti kepercayaan dan kejujuran. Oleh sebab itu 
larangan jaminan dalam mudharabah yang prinsip dasarnya bersifat amanah 
bisa berubah karena adanya perubahan kondisi objektif masyarakat dalam 
bidang moralitas. Kemudian, Pada dasarnya dalam pembiayaan mudharabah 
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tidak ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan 
penyimpangan dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua belah pihak, maka 
lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah.
62
 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Makhbuh Khumaidi (2014) yang berjudul 
Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Dengan PSAK 
No. 102 dan 105 pada BMT GKBI Syariah Cabang Yogyakarta, Program Studi 
Keuangan Islam Fakultas Syari‟ah Dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Dengan hasil penelitian bahwa pembiayaan murabahah dan  
mudharabah pada BMT GKBI Syariah Yogyakarta tidak sesuai dengan PSAK 
No 102 dan 105 diakibatkan oleh faktor kurangnya pengawasan pada BMT 
GKBI Syariah yogyaarta dan perlunya PSAK baru untuk BMT karena PSAK 
yang berlaku terlalu umum dan idak sejalan dengan peraturan peroperasian 




3. Penelitian yang dilkukan oleh Betari Tyas Maharani (2016) yang berjudul 
Penerapan Akad Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Danpengelolaan 
Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat. 
Konsentra Perbankan Syariah, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Dan 
Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
secara keseluruhan, pelaksanaan akad mudharabah mutlaqah pada produk al 
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Putra Halomoan Hsb, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengggunaan Jaminan 
Pembiayaan Mudharabah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang 
Sidimpuan, 2015. 
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qiradh „am hasanah di BMT Global Insani, dilihat dari karakteristik, prosedur, 
akad tertulis, pengelolaan dan pembagian hasil dapat dikatakan sesuai dengan 
fatwa DSN MUI dan konsep mudharabah dalam fiqh. Akan tetapi, masih 
terdapat beberapa klausul dalam akad perjanjian pembiayaan mudharabah 
tersebut yang kurang sesuai dengan kaidah dan fatwa DSN. Diharapkan untuk 
kedepannya, BMT dapat lebih mnyempurnakan kembali kejelasan penulisan 
akad tertulis dan kesesuaian akad pada konsep hukum syariah melihat akad 
tertulis merupakan suatu aspek terpenting pada suatu transaksi.
64
 
Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tinjauan 
fiqh muamalah dalam kesesuaian akad pada produk pembiayaan mudharabah 
studi pada KSPPS BMT Fajar Pringsewu yang berfokus pada teori pembiayaan 
mudharabah dengan penerapan atau praktik yang ada dari akad pembiayaan 
mudhrabah yang mengharuskan untuk adanya sebuah jaminan dalam 
pembentukan akad pembiayaan mudhrabah tersebut. 
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